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PENETAPAN
Nomor 3849/Pdt.G/2019/PA.Cbn
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah dan cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan lbu
Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Pamijahan,
Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Pamijahan,
Kabupaten Bogor, sekarang tidak di ketahui alamatnya dengan
jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya yang
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor
3849/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 24 Juli 2019 mengemukakan hal-hal sebagai
berikut :
1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2004, Penggugat telah melangsungkan
pernikahan menurut Agama Islam di Kantor Urusan Agama Pamijahan,

Kabupaten Bogor;
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2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Jejaka, dan
Tergugat berstatus Perawan, pernikahan tersebut dilangsungkan dengan
wali nikah adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Sohib Sutisna
dan dua orang saksi masing-masing bernama: Bapak Ayub (Warga
setempat) dan Bapak Pupu (Saudara Penggugat) dengan mas kawin uang
sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Penggugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat
semenda dan pertalian sesususan, serta memenuhi syarat dan tidak ada
larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum
Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah,
namun pernikahan para Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor
Urursan Agama Pamijahan, Kabupaten Bogor, sementara saat ini
Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum;

5. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di Kampung Lemah Duhur (Rumah ibu Siti Nurhayati), RT. 002
RW. 006, Desa Gunung Bunder |, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten
Bogor,

6. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
bercampur (ba'da dukhul) sebagimana layaknya suami istri dan
dikaruniai 2 orang anak bernama :

a. ANAK [, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 05 Januari 2005
b. ANAK I, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 25 Oktober2010;

7. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga rumah tangga
antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis
sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak
akhir tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaan di karenakan :

a. Tergugat berselingkuh dengan dengan wanita idaman lain (WIL)
diketahui Penggugat dari pesan singkat mesra di handphone Tergugat
b. Tergugat tidak bertanggungjawan terhadap nafkah lahir dan batin

kepada keluarga
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8. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat terjadi pada tahun 2013 di mana sejak saat itu Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat, selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan
tidak pernah memberi kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan
pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia,
berdasarkan berdasarkan Surat  Keterangan  Ghoib Nomor:
474.4/008/1V/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Gunung
bunder | tertanggal 16 April 2019. Selama itu pula Tergugat tidak memberi
nafkah waijib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang
dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan
(tidak memperdulikan) Penggugat.

9. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat
dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun
upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan

ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong untuk

memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan,
memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan
Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Maret
2004 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pamijahan, Kabupaten Bogor;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
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Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan
tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin
mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk
kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan

perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan
mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya
sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan
perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv.
dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus
ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai
dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang
Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah
dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka
biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENETAPKAN
Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
Menyatakan perkara Nomor 3849/Pdt.G/2019/PA.Cbn di cabut;
Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 Masehi
bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Firris Barlian,
S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abid, M.H. dan Drs. H. Mukhlis
M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu
juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta
Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdullah As'ad, S.H. sebagai
Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Anggota-Anggota, Ketua Majelis,

Drs. H. Abid, M.H. Firris Barlian, S.Ag., M.H.

Drs. H. Mukhlis M.H.

Panitera Pengganti,

Abdullah As'ad, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,-
- Biaya Proses :Rp 50.000,-
- Panggilan :Rp 450.000,-
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,-
- Redaksi :Rp 10.000,-
- Meterai :Rp 6.000,-
Jumlah :Rp 566.000,-
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(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)
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